BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Mengingat :

Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I dalam  Wilayah Daerah-daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
'Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178});



16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

21.

22.

23.

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2022 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 718]);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 127 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun
2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor
106);



24,

Menetapkan :

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2022 Nomor 120};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 172.421.789.533,06
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.485.910.271.746,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 27.072.217.437,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.685.404.278.716,06
2. Belanja
a. Belanja Operasi Rp.1.220.987.645.097,53
b. Belanja Modal Rp. 200.548.375.237,86
c. Belanja Tak Terduga Rp. 13.630.328.648,00
d. Belanja Transfer Rp. 242.165.159.700,00
Jumlah Belanja Rp.1.677.331.508.683,39
Surplus/(Defisit} Rp. 8.072.770.032,67
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 26.965.988.428,18
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumiah Pembiayaan Netto Rp. 26.965.988.428,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 35.038.758.460,85

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalamm Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

vl



Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SUMBAWA,

){ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2023

- an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

W

DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 33



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 33

TANGGAL

TAHUN 2023
16 AGUSTUS 2923

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
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NOMOR URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAHN / (BERKURANG)
URUT ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASE {(Rp) (%)
1 2 3 4 5 8

5.4 BELANJA TRANSFER 242.409.344.000,00 242.165.159.760,00 (244.184.300,00)] 99,90
5.4.1 Belanja Bagi Hasl 5.800.175.900,00 5.800.175.900,00 000 | 100,00
3.4.2 Belarya Bantuan Keuangan 236.609.168.100,00 236,364.983.800,00 (244.184,300,00) 95,90
SURPLUS / (DEFISIT) {20.494.727.800,00) B.072.770.012,67 T5T1407.83267 | (39,38)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 39.589.755.456,00 76.965,988.418,18 6B 71007,80)] 68,11
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30,044.243,628,00 76.965,986,416, 18 (3.078.255.199,82)| 89,75
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 26.965.968.428,00 26.965,988.418,18 0,18 100,00
§.1.3 Hesil Penjualan Kekayaan Daerah yan Dipisahian 3,078.255,200,00 0,00 (3.078.255.200,00) 0,00
5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9,545.515.828,00 0,00 (9.545.515.626,00) 0,00
5.2.2 Penyertaan Modal Daerah 9.545.515.828,00 0,00 (9.545.515.828,00) 0,00
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 30,498,727 ,800,00 76.965,988.418,18 G.487.260.628,181 13155

. Hﬂuﬁ  — e—
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 35.038.758.460,85 35,038, 758,460,685 0,00
BUPATI SUMBA!
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MAHMUD ABDULLAH
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM
PERUBAHAN
1 2 3 3 S5=4-3 3 7

—— — ——— e e e ———————————————

06.2.01.06 . 5.1.2.02 Belanja Jasa 1.751.500.000,00 1.739.500.000,00 (12.000.000,00)] 99,31

06.2.01,06 . 5.1.2.02.04 Belanja Jasa Kantor 1.751.500.000,00 1.739.500.000,00 (12.000.000,00)[ 99,31

06.2.01.06 . 5.1.2.02.01.0004 Honorartum Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana 1.751,500.000,00 1.739,500.000,00 {12.000.000,00)] 99,31

Keglatan
| s =
SURPLUS / (DEFISY) (6.025.709.694,00) (5.980.413.384,00) 4529631000 | 99,25

BUPATI SUMBAWA

y\@s):_sco ABDULLAH
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LAMPIRAN 1,1

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 16 AGUSTU3 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pamerintahan 1.0l URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan
Organisas| 1.01 . 1-01.2-22.0-02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
oo permraenca]
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE URAIAN o DASAR HUKUM
REKENING ANGGARAN SETELAH REALISASY (Rp) (%)
PERUBAHAN
r | 2 3 4 5=4-3 6 7
e = — e e
01.2.01.01 .5 BELANJA DAERAH 530.507.899.919,00 513.043,948,566,00 (17.463.951.353,00} 96,71
01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota 397.553,626.188,00 384.122.426.289,00 (13.431.199.899,00) 96,62
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas! Kiner/a Perangkat Dacrah 141.640.931,00 141.450.931,00 (190.000,00} 99,87
01.2.01.01 Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.804.300,00 67.804.300,00 ~
01.2.01.01. 51 BELANJA OPERAST 67.804.300,00 67.804.300,00 100,00
01.2.01.01.51.2 Belanja Barang dan Jasa 67.804.300,00 67.804.300,00 0,60 100,00
01.2.01.0t . 5.1.2.01 Befanja Barang 10,164,300,00 10.164.300,00 0,00 100,00
01.2.01.01. 5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.164.300,00 10.164.300,00 0,00 100,00
01.2.01.01 . 5.1.2,01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Alat Tuls Kantor 1.569.300,00 1.569.360,00 0,00 100,00
01.2.0t.01 . 5.1.2.01,01.0025 Belanja Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01.0026 Befanfa Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 2.125.600,00 2.125.000,00 0,00 100,00
01.2.01.01 . 5.1.2.01.01,0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 200.000,60 200.000,00 0,00 100,00
01.2.01.01. 5.1.2.01.01.0029 Belanfa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.500.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00
01.2.01.01. 5. p.w.cu.oa.oomw Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00
01.2.01.01 . 5.1.2.02 Belanja Jasa 57.640.000,00 57.640.000,00 0,00 100,00
: SO A |
01.2.01.0¢, 5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.640.000,60 57.640.000,00 0,00 100,00
01.2,01.01 . 5.1.2.02.01.0004 Honorarfum Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 49,400.000,00 49.400.000,00 0,00 100,00
Keglatan
01.2.01.01 , 5.1.2.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Juma!, Buletin, Majalah, Pengelola 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 100,00
Teknologl Informasi dan Pengelola Website
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6,683.500,00 6.683.500,00 0,00 100,00
01.2.01.02. 5.1 BELANJA OPERASI 6.683,500,00 6.683.500,00 0,00 100,00
01.2.01.02, 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.683.500,00 6.683.500,00 0,00 100,00
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